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1 
PEMBUKAAN 

 

 

 

Helga Worotitjan, Pembawa Acara  

Terima kasih pada Ibu dan Bapak, betapa kekayaan Nusantara menginspirasi beliau dengan 

dalam dan menghasilkan komposisi-komposisi musik yang indah. Oleh karena keterbatasan 

waktu kita akan langsung masuk ke diskusi panel dengan tema Paradigma dan Pedagogi 

Feminisme. Diskusi akan dimoderatori oleh Dr. Dewi Candraningrum yang merupakan 

Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan. Panelis pertama, Prof. Mies Grijns dari Belanda. 

Kedua yaitu  Prof. Dr. Musdah Mulia, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pembicara 

ketiga yaitu Ibu Mia Siscawati, Ph.D, Ketua Program Studi Kajian Gender Universitas 

Indonesia. Kami serahkan waktu kepada Dewi Candraningrum. 
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2 
DISKUSI 

“Saya kira Kajian Gender UI adalah kawah 
candradimuka yang banyak sekali menghasilkan 
pemikir perempuan Indonesia” –Dewi Candraningrum 

 

 
Dewi Candraningrum 

(Pemred Jurnal Perempuan) 
 

Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kedatanganya. Saya kira hanya perempuan 

ya yang memiliki kesabaran untuk menunggu dan hanya perempuan yang punya kesabaran 

untuk melalui berbagai peristiwa meski kondisinya buruk sekali. Pada pagi hari ini kami 

sangat bangga karena profil kita di JP 83 tahun 2014, Ibu Prof. Dr. Yohana Susana Yembise 

ada dan itu adalah momen paling membahagiakan untuk kami, Jurnal Perempuan, karena 

ada menteri perempuan sebanyak ini ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Yohana (Ibu 

Yohana berpamitan). Kami mohon maaf, dari Jurnal Perempuan karena tadi Pak David Hulse 

telah datang namun sakit dan karena kita semua yang ada di Jurnal Perempuan itu adalah 

cawan pengetahuan dan semua yang duduk menghadap saya ini adalah jendela-jendela 

pengetahuan yang sangat brilliant kemudian kami tadi meminta kepada Prof. Mies Grijns 

yang mengajar di Leiden  dan beliau berkenan. Kami minta maaf untuk Pak David dan 

berterima kasih kepada Ibu Mies Grijns atas kesediaannya. Baik, kita mulai. Yang pertama 

adalah Mbak Mia Siscawati, beliau adalah kepala program studi Kajian Gender UI. Saya kira 

Kajian Gender UI adalah kawah candradimuka yang banyak sekali menghasilkan pemikir 

perempuan Indonesia meskipun ia tidak terdaftar di dalam kurikulum atau seperti kami di 

Jurnal Perempuan yang sulit mendaftarkan akreditasi karena tidak ada cabang ilmunya. Jadi 

kita duduk di sini semua memiliki kesetiaan akan intersectionality, kesetiaan atas 

ketersilangan, dan baik kita sambut Mbak Mia. Kita berikan tepuk tangan. 
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DISKUSI 
“Pedagogi feminis memainkan peranan sangat 
penting di dalam membangun dan memperkuat 
perspektif feminis yang diwujudkan dalam bentuk 
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa” –Mia 
Siscawati 

 

 

Mia Siscawati 

(Ketua Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia) 
 

Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu, Kakak, Abang, dan rekan-rekan di sini. Pertama-tama, 

sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan Jurnal Perempuan. 

Apa yang sudah Yayasan Jurnal Perempuan lakukan betul-betul membantu kita semua. 

Bukan hanya bagi kami yang ada di program studi kajian gender melainkan juga untuk 

gerakan perempuan, gerakan sosial lainnya untuk sama-sama mempunyai ruang untuk 

mengartikulasikan gagasan pemikiran termasuk kajian feminis. Program Studi Kajian Gender 

di Universitas Indonesia adalah program magister S2 Kajian Perempuan dan Gender 

pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1989 dan mulai menyelenggarakan kegiatan  

perkuliahan pada tahun 1990. Salah satu pendirinya ada di sini, Prof. Dr. Saparinah Sadli. 

Saya adalah wakil dari generasi ketiga di Studi Kajian Gender. Perkembangan lembaga 

pendidikan ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan para pengajar di Universitas Indonesia 

yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Ada Profesor Sulistyowati di sini, Ibu Gadis, ada mas 

Boni sebagai salah satu laki-laki feminis pertama, dan ada kawan-kawan aktivis dari gerakan 

perempuan dan gerakan sosial yang memang telah lama menjadi bagian dari tim pengajar di 

program studi Kajian Gender. 
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“Gagasan 
interseksionalitas, bagi 
saya, memungkinkan 
peneliti mengkaji 
keterkaitan gagasan-
gagasan dengan aspek 
gender, kelas, seksualitas, 
ras, agama, dan beragam 
aspek sosial politik 
lainnya.” 

Pedagogi feminis memainkan peranan sangat penting di 
dalam membangun dan memperkuat perspektif feminis 
yang diwujudkan dalam bentuk penelitian yang dilakukan 
oleh mahasiswa dalam tesisnya maupun oleh pengajar di 
program studi Kajian Gender. Saya ingin sedikit mengupdate 
tentang topik-topik penelitian terbaru oleh lulusan terbaru 
yang meliputi topik perkawinan anak, posisi perempuan 
dalam hukum adat, kompleksitas posisi kaum waria, 
kemudian perjuangan janda lasia dalam memperoleh hak 
kesehatan, politik anggaran, juga badan ekonomi 
perempuan, perempuan dan lingkungan, perempuan dan 
pembangunan, perjuangan perempuan pekerja rumah 
tangga, perjuangan caleg perempuan, subjektivitas 
perempuan dalam karya sastra, seksisme dan pemberitaan 
tentang korupsi, destruksi feminisme dalam media sosial 
dan lainnya, termasuk juga peran laki-laki baru dalam 
konsep pembagian kerja. Masing-masing penulis tesis 
tersebut sebenarnya memiliki keterikatan personal dengan 
topik yang dipilih untuk tesisnya. Masing-masing melalui 
proses penelitian dan mengumpulkan tesis sebagai peneliti 
dan penulis yang terlibat atau engaged dan mereka memiliki 
posisi politik atau stand point terhadap topik yang dipilih. 
Masing-masing memiliki keterikatan tertentu terhadap 
perempuan dan berbagai kelompok marjinal tertentu yang 
menjadi perhatiannya. Ini menggambarkan sebetulnya 
metodologi feminis yang mereka adopsi. Metodologi 
feminis memungkinkan peneliti memberikan perhatian 
penuh pada situasi subyek penelitian dan ini berkaitan 
dengan pemberdayaan perempuan dan kaum marjinal ini. 
Pendekatan ini tidak lagi menempatkan topik yang diteliti 
sebagai obyek tetapi menjadi subyek. Mereka berhak 
mendapatkan suara baik di dalam tesis atau penelitian yang 
disusun. Untuk itu di dalam program studi Kajian Gender, 
kami juga mengembangkan kedekatan ketersinggungan 
atau, yang tadi sudah disebutkan Mbak Dewi, 
interseksionalitas. Ini pendekatan metodologis yang 
mengkaji juga persinggungan relasi kuasa dari beragam 
dimensi yang memberikan kontribusi bagi langgengnya 
mekanisme koordinasi, opresi, atau diskriminasi terhadap 
kelompok perempuan atau kelompok marjinal lainnya. 
Gagasan interseksionalitas, bagi saya, memungkinkan 
peneliti mengkaji keterkaitan gagasan-gagasan dari 
kelompok tertentu, biasanya kelompok yang berkuasa 
dengan aspek gender, kelas, seksualitas, ras, agama, dan 
beragam aspek sosial politik lainnya. 
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Pemilihan topik tesis maupun pendalaman 

metodologi feminis lagi-lagi tidak lepas 

dari pendekatan pedagogi feminis yang 

diadopsi oleh Program Studi Kajian 

Gender yang kami sekarang ingin 

kembangkan. Pedagogi feminis bagi 

Program Studi Kajian Gender berkaitan 

erat dengan proses belajar mengajar dan 

di dalamnya juga terdapat proses untuk 

melakukan perlawanan atas praktek-

praktek hegemoni yang diam-diam 

menerima dan mempertegas, mem-

produksi tatanan sosial yang bersifat 

menindas melalui tatanan relasi kuasa 

yang di dalamnya berbasis gender, kelas, 

ras, orientasi seksual, dan sebagainya. 

Saya ingin sampaikan bahwa sejak awal 

sampai sekarang, perjalanan pedagogi 

feminis di Program Studi Kajian Gender 

tidak dapat dilepaskan dari interaksi yang 

sangat erat antara akademisi dengan 

kawan-kawan pegiat atau aktivis gerakan 

sosial dan perempuan pada khususnya. 

Relasi tersebut membantu sebetulnya 

proses belajar bersama, membantu proses 

untuk mengolah kerangka teori yang 

begitu rumit kemudian dikaitkan dengan 

realita-realita yang bagus sekali untuk 

diamati dan direspon secara dekat oleh 

teman-teman aktivis perempuan dan 

gerakan sosial lainnya. Keterlibatan 

mahasiswa dalam kegiatan magang di 

beberapa lembaga termasuk di organisasi 

non-pemerintah, kelompok solidaritas 

masyarakat, kelompok perempuan 

perempuan, kelompok LGBT, dan 

kelompok-kelompok sosial lainnya 

menggambarkan sinergi erat, yang tadi 

saya sebutkan, antara dunia akademis 

dengan gerakan sosial. Proses saling 

berbagi pengalaman dan pengetahuan ini 

perlu diteruskan sehingga ini bisa 

membantu kami yang ada di dalam 

kampus untuk tidak hanya duduk tenang 

seperti halnya kritik terhadap kampus 

yang selama ini dianggap hanya sebagai 

menara gading. Tidak ada gading yang 

tidak retak, kami harus terus 

mengembangkan karena banyak sekali 

perkembangan di luar sana termasuk 

merespons. Saya ingin masuk ke bagian 

terakhir dari presentasi saya. Tantangan, 

dimana situasi terkini di tanah air kita 

harus segera direspons baik oleh kami di 

Program Studi Kajian Gender maupun 

program studi lainnya yang terkait. Tadi 

saya mengobrol dengan Mbak Pinky 

Saptandari, dari Universitas Airlangga, 

teman-teman di program studi yang lain 

termasuk Antropologi, Sosiologi dan lain 

sebagainya, kalau untuk filsafat Mbak 

Gadis sudah menuliskannya dengan 

panjang lebar di dalam Jurnal Perempuan. 

Upaya untuk segera merespons dengan 

tidak hanya berpikir tetapi juga 

memasukkannya di dalam kurikulum 

terutama merespons berbagai persoalan 

ketidakadilan gender dan ketidakadilan 

sosial lainnya yang sangat di depan mata. 

Walaupun tadi, sayang sekali Ibu Menteri 

sudah kembali, beragam bentuk 

ketidakadilan gender dan sosial yang 

dihadapi oleh perempuan dan berbagai 

kelompok marginal di Indonesia sudah 

tidak bisa kita toleransi lagi. Saya baru 

kembali dari pedalaman Kalimantan Barat, 

yang saya saksikan adalah hamparan, di 

Kalimantan Barat dan akan menyusul di 

lahan lain dimana anak-anak perempuan 

hanya akan tumbuh dan menjadi buruh 

perkebunan sawit karena tanah leluhur 

mereka telah diambil alih. Yang 
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mengambil alih pertama-tama adalah 

Negara kemudian Negara memberi izin 

kepada perusahaan sawit. Apakah kita 

akan berdiam diri? Tempat-tempat seperti 

itu masih bermasalah dengan pendidikan 

perempuan yang sangat rendah, angka 

perkawinan anak masih sangat tinggi, dan 

angka kematian ibu melahirkan yang 

masih sangat tinggi. Mudah-mudahan kita 

semua yang ada di ruangan ini, dengan 

cara kita, bisa turut merespon dengan 

melakukan kajian kritis dan bersinergi 

dengan kawan-kawan yang melakukan 

advokasi kebijakan sehingga advokasi 

kebijakan saya harapkan bisa melampaui 

apa yang bisa kita lakukan sekarang. 

Rasaya kalau kita hanya berhenti pada 

perdebatan tentang indikator, tidak pergi 

ke sana, tetapi mari kita lakukan cara-cara 

untuk mendobrak sekat-sekat agar tidak 

kita langgengkan dan tidak kita biarkan, 

agar tidak terjadi terus perampasan-

perampasan lahan besar-besaran dan 

membuat perempuan dan kelompok 

sosial lainnya menjadi korban. Ini 

tantangan bagi kami dan tantangan lain 

tentunya yang sudah disebutkan oleh 

Mbak Dewi,  kalau di segi keilmuan, 

Program Studi Kajian Gender ini masih 

menghadapi situasi dimana dianggap tidak 

punya atau tidak jadi bagian dari pohon 

pengetahuan ilmiah. Ini tantangan lain 

karena kami kemudian mulai kehilangan 

kawan-kawan dari perguruan tinggi, 

kawan-kawan muda dari perguruan tinggi 

ragu untuk masuk dan menjadi mahasiswa 

magister di Kajian Gender karena takut 

mengurus karena tidak linear. Kalau 

Antropologi, harus memilih S2 dan S3-nya 

Antropologi sementara program studi 

Kajian Gender, Kajian Perempuan dan 

Seksualitas, adalah program studi yang 

sifatnya adalah berhenti di sini. Nah, ini 

perlu dukungan dari semua dan menurut 

saya kajian mengenai isu perempuan, 

gender, dan seksualitas akan sangat 

membutuhkan dukungan dari kita semua, 

sinergi dari berbagai pihak kita butuhkan, 

kita tidak bisa lagi berdiam diri di luar 

ruangan ini. Terlalu besar ketidakadilan 

yang dihadapi oleh para perempuan dan 

kelompok-kelompok marginal lainnya. 

Terima kasih atas perhatiannya. 

Dewi Candraningrum: Baik, sayang badai 

belum berlalu ya. Badai itu belum benar-

benar berlalu dan hari ini kita 

mendapatkan hadiah seorang perempuan 

Papua ya, Yohana Yembise yang telah ada 

bersama kita. Baik, pada paparan kedua 

ini akan disampaikan oleh Prof. Musdah 

Mulia, saya ingat di tahun 2008 ketika 

saya membaca counter legal draft-nya Bu 

Musdah. Dia adalah guru pertama saya 

yang sangat luar biasa ya. Kita berikan 

tepuk tangan kepada Prof. Musdah Mulia. 
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DISKUSI 
“PUG yang dicanangkan sejak tahun 2001 nyatanya 
hari ini kita tidak bisa menikmati hasilnya karena 
suburnya paham radikalisme yang menafikan 
eksistensi perempuan” –Musdah Mulia 

 

 

Musdah Mulia 
(Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 
 
Untuk Ibu Sinta yang saya cintai. Ibu-ibu, 

Bapak-bapak, Sahabat-sahabat sekalian 

yang berbahagia, Assalamualaikum wr. 

wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk 

kita semuanya. Saya diminta untuk 

berbicara tentang pedagogi feminisme 

dari perspektif Islam dan saya kira itu akan 

makan waktu dua semester. Tapi tidak 

apa, saya sudah berakal panjang sekali 

untuk Sahabat-sahabat semua. Dalam hal 

ini saya hanya ingin berbicara tentang 

beberapa hal yang positif. Tadi Ibu 

Saparinah mengatakan, ‘bicarakan yang 

baik-baik agar kita selalu bersemangat’. 

Salah satu hal yang positif dari 

perkembangan feminisme dari perspektif 

Islam di Indonesia adalah bahwa 

Departemen Agama yang memiliki 

pendidikan mulai dari tingkat PAUD 

sampai perguruan tinggi secara normatif 

sudah mengagendakan program-program 

kesetaraan gender. Itu secara normatif ya. 

Jadi di tingkat perguruan tinggi kita sudah 

punya lembaga-lembaga studi Kajian 

Gender dan itu  dimulai sejak tahun 2001, 

sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid, 

(Gusdur) menjadikan setiap perguruan 

tinggi mempunyai pusat-pusat Kajian 

Gender dan itu masih berlangsung sampai 

sekarang. 
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“Pikiran radikalisme itu 
adalah pikiran-pikiran 
yang menafikan 
eksistensi perempuan” 

Saat itu juga para Ormas, terutama dua yang besar seperti 
Ormas Fatayat Nahdlatul Ulama dan Muslimat Nahdlatul 
Ulama sementara di Organisasi Muhammadiyah ada 
Aisyiyah dan ada Nasyiatul Aisyiyah, itu juga sudah mulai 
dari dulu terutama terkait dengan program-program 
kesehatan reproduksi. Itu adalah hal positif yang perlu kita 
kembangkan lebih besar lagi. Kemudian juga beberapa 
institusi keislaman seperti lembaga-lembaga mubaligh di 
berbagai tempat itu juga sudah mengarahkan pentingnya 
ceramah-ceramah keislaman yang humanis dan juga buku-
buku keislaman yang memuat pemikiran-pemikiran yang 
progresif, yang maju, dan yang berkeadilan dalam 
perspektif gender ini. Ibu Sinta banyak menulis banyak 
buku tentang itu dan pada hari ini saya juga akan 
membagikan dua buku bagi seluruh peserta. Masing-
masing dapat dua. Buku yang pertama untuk meng-
counter semua pandangan-pandangan yang memandang 
perempuan itu rendah dan hina di masyarakat karena 
pandangan-pandangan yang memandang perempuan itu 
rendah dan hina tetap masih menjadi pandangan yang 
mainstream. Buku yang kedua ini tentang indahnya Islam 
menerima kesalahan dalam kajian gender. Jadi ini 
masalahnya adalah bagaimana kita bisa berkompetisi 
dengan pandangan-pandangan ekstremis dan pun 
pandangan kapitalis yang sedang menggelora, bukan 
hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat dunia. Jadi 
mestinya, setelah program pengarusutamaan gender yang 
dicanangkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 
tahun 2000, harusnya sudah berhasil pada 2016 ini tetapi 
sesuatu yang tidak kita duga dalam perkembangan 
sepuluh tahun terakhir ini adalah merebaknya pikiran-
pikiran radikalisme dan ekstremisme di Indonesia dan yang 
paling menonjol dari pikiran-pikiran radikalisme itu adalah 
pikiran-pikiran yang menafikan eksistensi perempuan. Jadi 
ini harus menjadi tantangan kita bersama dan kita semua 
harus bergandeng tangan dan kuat dalam merespons ini. 
Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita meyakinkan 
diri kita sendiri dan juga diri keluarga dan masyarakat 
tentang pentingnya pandangan Islam dan humanis di 
masyarakat. Atau bagaimana kita membangun kesadaran 
baru di dalam masyarakat kita terutama karena muslim 
adalah mayoritas di negara ini supaya umat muslim benar-
benar mengerti ajaran agamanya dengan benar.  
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Karena tantangan terbesar kita di dalam 

membangun kesetaraan dan keadilan 

gender adalah karena mayoritas 

masyarakat kita tidak sungguh-sungguh 

mengerti ajaran agama mereka khususnya 

yang terkait dengan posisi perempuan di 

dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan 

di dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Umumnya kita mengerti agama 

itu hanya sekadar ritual. Kita menjalankan 

ritual dan jika ditanyai, “Apakah kamu 

menjalankan ritual?”. Umumnya, saya rasa 

umat Islam akan menjawab, “Iya, saya 

melakukan sholat, melakukan puasa, saya 

melakukan haji”. Tetapi ketika ditanya, 

“Apakah kamu mengerti posisi perempuan 

dalam masyarakat?”. Saya kira tidak 

banyak yang paham karena ajaran agama 

yang banyak diajarkan kepada kita sejak 

kita kecil, entah itu dalam keluarga, dalam 

masyarakat, maupun dalam institusi yang 

lain, itu hanya fokus pada pandangan 

keislaman yang hanya mengajarkan 

tentang masalah-masalah ritual belaka. 

Tidak mengajarkan hal-hal yang sifatnya 

muamalat, terutama yang terkait dengan 

relasi manusia. Karena itu saya ingin 

menggarisbawahi bahwa tugas kita 

bersama, kaum terpelajar, untuk 

membangun pemahaman baru tentang 

Islam. Kalau bagi saya, ketika kita  bicara 

tentang Islam maka kita berbicara tentang 

apa visi, esensi agama itu sendiri. Nah ini 

terkait dengan kemanusiaan kita. Saya kira 

visi Islam itu adalah bagaimana menjadi 

khalifah fil ardh, baik laki-laki maupun 

perempuan karena menjadi Islam adalah 

bagaimana kita menjadi khalifah, menjadi 

leader, menjadi manager, menjadi the 

agent of moral. Jadi kita semua adalah 

agen-agen moral yang harus melakukan 

tugas kita dalam rangka memperbaiki 

moralitas masyarakat. Semua kita harus 

memiliki visi seperti itu. Dalam konteks ini 

tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan. Semua harus menjadi 

khalifah. Paling tidak menjadi khalifah 

untuk dirinya sendiri agar kita menjadi 

orang-orang yang berguna dalam 

kehidupan di dunia dan menjadi bahagia 

dalam kehidupan di akhirat. Nah, kalau kita 

mengerti visi Islam seperti ini bahwa 

semua manusia harus menjadi leader, 

menjadi manager paling tidak bagi dirinya 

sendiri, maka saya kira tidak ada masalah. 

Lalu kita kemudian beranjak pada misi 

Islam itu apa. Untuk apa Islam 

didatangkan, di dalam Alquran itu jelas 

sekali bahwa misi Islam itu adalah amar 

ma’ruf nahi munkar. Namun masalahnya 

selama ini pengertian kita tentang amar 

ma’ruf nahi munkar ini tidak jelas 

maksudnya apa. Sampai-sampai ketika 

melihat jaketnya FPI itu tertulis di belakang 

amar ma’ruf nahi munkar. Sementara apa 

yang diinterpretasikan oleh FPI tentang 

amar ma’ruf nahi munkar adalah 

mentungin orang yang tidak sependapat 

dengan mereka. Ini yang menjadi 

persoalan. Padahal kalau kita mau ya, 

sebagai orang yang terpelajar, mari kita 

mencoba memperbaharui keislaman kita. 

Apa gunanya anda menjadi orang yang 

terpelajar kalau pemahaman keislaman 

anda penuh dengan sesuatu dan takhayul. 

Apa gunanya pendidikan yang anda 

lakukan selama ini kalau anda tidak 

memahami agama secara kritis dan secara 

rasional? Itu adalah esensi dari pendidikan 

dan itu adalah esensi dari menjadi orang 

yang terpelajar dan terdidik. 
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“Amar ma’ruf nahi 
munkar itu adalah 
upaya-upaya 
transformasi. Dimulai 
dari diri sendiri sehingga 
kita menjadi lebih baik, 
lebih positif, dan lebih 
konstruktif.” 

Amar ma’ruf nahi munkar itu adalah upaya-upaya 
transformasi. Jadi setiap hari kita melakukan transformasi. 
Dimulai dari diri sendiri sehingga kita menjadi lebih baik, lebih 
positif, dan lebih konstruktif. Dari diri kita lalu keluarga kita 
lalu kepada masyarakat yang lebih luas. Nahi munkar adalah 
upaya-upaya humanisasi, bagaimana kita memanusiakan 
manusia. Upaya-upaya humanisasi itu melalui upaya-upaya 
edukasi, melalui upaya-upaya advokasi, melalui upaya-upaya 
publikasi karena menjadi muslim itu adalah menjadi orang-
orang yang aktif. Menjadi orang yang produktif. Menjadi orang 
yang berguna. Itulah kata kunci menjadi Islam yang disebut 
dengan amal soleh. Jadi amal sholeh itu adalah amar ma’ruf 
nahi munkar itu tadi. Amal soleh itu mencakup upaya-upaya 
transformasi yang kita lakukan setiap detik. Setiap tarikan 
nafas kita adalah upaya transformasi. Pastikan itu. Upaya-
upaya humanisasi melalui berbagai profesi yang kita jalankan, 
sebagai guru, sebagai dosen, sebagai hakim, sebagai ibu 
rumah tangga, sebagai aktivis. Kita melakukan upaya-upaya 
humanisasi ini agar masyarakat menjadi lebih humanis. 
Negara kita lebih mementingkan nilai-nilai kemanusiaan dalam 
semua program pembangunan bukan sekadar meraih 
kekuasaan. Oleh karena itu kita semua harus menjadi agen 
moral untuk memastikan agar semuanya berada pada track 
record yang baik. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa 
ini penting? Dalam konteks membangun kesetaraan dan 
keadilan gender dari perspektif humanisme. Karena saya 
merasa bahwa kalau kita menggali, saya kira agama lain pun 
tidak salah karena agama Islam adalah agama yang compatible 
dengan prinsip-prinsip, membangun keadilan karena keadilan 
merupakan substansi dari semua ajaran Islam. Dari semua 
ayat, ujungnya adalah bagaimana kamu membangun keadilan, 
bagaimana kamu adil pada dirimu, adil pada keluargamu, adil 
pada kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Adakah ini kita 
lakukan dalam setiap hari dalam upaya-upaya kita menjadi 
manusia? Karena itu menurut saya ini adalah pekerjaan 
terbesar kita bagaimana kita semua mau, tetapi ini tidak 
mudah ya, karena saya sering melihat dan menghadiri 
perkawinan, entah itu yang menikah adalah aktivis feminis 
atau anaknya yang menikah, biasanya yang diundang itu 
adalah ustaz-ustaz yang tidak mengerti dan tetap 
membicarakan mengenai bagaimana menjadi perempuan 
yang sholehah dalam arti harus tunduk pada suami. Ini tidak 
nyambung banget. Jadi selama ini kita ada dimana? Kita mau 
mengatakan ‘No’ pada pandangan-pandangan yang tidak 
kritis, tidak rasional, dan tidak mendukung kesetaraan gender. 
Ketika mendengarkan ceramah, kita mau mengatakan ‘No. 
Tidak seperti itu’. 
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Ya memang itu akan membuat kita 

menjadi orang yang dibenci seperti saya. 

Tidak masalah. Kita tetap enjoy, tetap 

menikmati hidup. Tidak masalah. Tetapi 

bagaimana kita menjadi orang yang kritis 

dalam setiap kesempatan? Jadi ketika 

mengundang penceramah, saat anak 

nikahan, pastikan bahwa kita memiliki 

bargaining position. Kamu boleh bicara 

tetapi bicarakanlah hal-hal yang 

menganut prinsip keadilan Islam. Di 

masjid, saya mau datang ke masjid untuk 

dengar khotbah, dimana pun kita, kita 

harus memutus rantai kata Ibu Yohana 

tadi agar pandangan-pandangan 

keagamaan yang bias gender, yang bias 

nilai-nilai patriarkal, itu bisa berakhir. 

Karena kalau kita membiarkan maka, ya 

seperti yang hari inilah yang terjadi. Kita 

tidak mendapatkan apa-apa yang 

seharusnya sudah kita nikmati pada hari 

ini. Karena itu, terakhir, saya ingin 

menggarisbawahi apa yang harus kita 

lakukan. Pertama, kita harus mau bersama 

melakukan upaya-upaya konstruksi 

budaya. Mengubah budaya-budaya 

patriarkal dan feodalistik karena itu 

menyatu dan terjalin sangat erat. 

Bagaimana caranya? Melalui pendidikan 

yang seluas-luasnya. Pendidikan dalam 

keluarga, masyarakat, dan di sekolah, 

termasuk bagaimana kita menanggapi 

media sosial. Kita mau, melalui tweet dan 

facebook, karena Ibu Bapak harus tahu 

bahwa kelompok-kelompok radikal dan 

ekstremis itu kerjanya 48 jam sehari. 

Serius ini. Sementara kita paling hanya 1 

jam dan tidak punya dedikasi pula seperti 

kelompok-kelompok radikalis itu. Mereka 

melakukan itu atas nama agama, atas 

nama Tuhan, sementara kita juga bisa 

melakukan itu atas nama agama dan 

Tuhan. Budaya patriarki harus diubah. 

Harus ada upaya untuk memutuskan tadi, 

semoga tidak ada lagi yang terbelenggu 

oleh budaya patriarki yang tidak 

manusiawi ini. Yang kedua, bagaimana 

kita melakukan upaya-upaya ijtihad, mau 

membangun interpretasi baru yang lebih 

humanis, yang lebih mengedepankan 

nilai-nilai kemanusiaan. Kita semuanya. 

Karena masalahnya, Islam menggunakan 

bahasa Arab yang sangat-sangat seksis 

dalam menyampaikan pesan-pesan moral 

keagamaan. Bagaimana bahasa Arab yang 

sangat seksis ini menjadi belenggu yang 

harus kita buka. Karena kalau kita sudah 

terperangkap dalam bahasa yang seksis ini 

tidak banyak yang bisa kita lakukan. 

Bayangkan saja kita sehari-hari 

mengucapkan Assalamualaikum, itu 

hanya untuk laki-laki. Kita tidak pernah 

mengucapkan Assalamualaikumna. 

Kasihan perempuan kalau ini tidak pernah 

dijalankan, tidak pernah didoakan. Karena 

kalau kita mengatakan ‘kum’ itu pasti 

untuk laki-laki tetapi bagaimana kita 

mengatakan ‘kum’ itu bukan hanya bagi 

laki-laki. Itu hanya bahasa Arab tetapi 

intinya adalah keselamatan itu bagi laki-

laki dan perempuan.  

Bagaimana kita mengatakan kata ‘dijah’itu 

bukan bagi laki-laki secara fisik tetapi 

‘dijah’ itu artinya tokoh. Bisa untuk 

perempuan atau laki-laki. Karena dalam 

Alquran juga Tuhan berkali-kali 

menggunakan kata ‘dijah’ dan tidak ada 

hubungannya dengan laki-laki. Menarik ya 

jika kita mengkaji itu tetapi kita semuanya 

takut ya untuk mengungkapkan problem 

kebahasaan ini. Tetapi marilah kita berani 
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melakukannya dan mau melakukannya. 

Yang ketiga adalah bagaimana kita semua 

melakukan reformasi undang-undang dan 

kebijakan publik yang bias gender. 

Bagaimana kalau, saya mendengar 

Komnas Perempuan merilis dalam laporan 

tahunannya, 360 lebih perda-perda yang 

diskriminatif terhadap perempuan. 

Bagaimana itu bisa terjadi di dalam 

sebuah negara demokrasi? Oleh karena 

itu saya selalu mengatakan pada 

pemerintah meskipun tadi Ibu Menteri 

Perempuan mengatakan bahwa 

pemerintah sudah sangat serius tetapi 

faktanya dalam banyak hal pemerintah 

abai dalam upaya-upaya membangun 

kesetaraan gender. Itu hanya dalam 

tataran wacana tetapi dalam 

implementasinya, apa yang terjadi? Kita 

punya 360 perda yang diskriminatif dan ini 

sangat tidak compatible dengan prinsip 

demokrasi yang ditegakkan di Indonesia. 

Yang terakhir, menurut saya adalah 

upaya-upaya reinterpretasi tadi, upaya-

upaya merekonstruksi budaya, dan juga 

upaya-upaya terkait bagaimana kita 

mengajukan undang-undang dan 

kebijakan publik yang betul-betul 

menyuarakan kesetaraan dan keadilan 

gender. Saya kira itu yang bisa saya 

presentasikan. Mudah-mudahan kita 

semua di sini bisa tergerak untuk 

melakukan pembaruan karena itulah inti 

dari kehadiran dan kita semua pada hari 

ini juga melakukan komitmen untuk 

melakukan pembaruan, untuk melakukan 

tugas-tugas protektif yang intinya itu 

adalah membangun keadilan untuk 

semua, khususnya kaum perempuan. 

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 

 

Dewi Candraningrum: Baik, terima kasih 

Mbak Mia dan Mbak Musdah. Kalau para 

sahabat ada tasnya, bisa dibuka, apa yang 

dipaparkan oleh Mbak Mia dan Prof 

Musdah Mulia sudah ada di JP 90 ya. Jadi 

ini adalah Kartini, saya lukis dengan judul 

“Kartini Berbedak Semen” karena lokasi 

makam Kartini kurang dari 3 km dimana 

Sukinah dan Kartini Kendeng mendirikan 

tendanya. Jadi ke depan kita tidak bisa 

menyebutkan lagi Kartini tanpa 

mengaitkannya dengan persoalan ekologi 

Kendeng dan di belakang ini adalah 

pendiri Jurnal Perempuan, tentunya ada 

Mbak Gadis, dan ada foto-foto yang 

menjadi aktivitas selama tiga bulan 

terakhir. Baik, kita akan menuju pada 

Mbak Grijns, beliau mengerti bahasa 

Indonesia jadi tidak usah khawatir kalau 

nanti mau bertanya dalam bahasa 

Indonesia tetapi ia akan 

mempresentasikan presentasinya dalam 

bahasa Inggris. Beliau pernah menulis di 

JP 88. Seperti kita tahu, tadi saya katakan 

di awal, badai belum berlalu. Hanya tubuh 

perempuan yang sanggup mematahkan 

badai itu dan membawa badai itu 

kemana-mana ya. Seperti halnya pada 

pagi hari ini. Saya berikan kesempatan 

pada Prof. Mies Grijns. Silakan. 
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DISKUSI 
“Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang 
tinggi untuk wilayah Asia Tenggara, ini menjadi 
persoalan mendasar” –Mies Grijns 

 

 

Mies Grijns 

(Leiden University) 

 
“Terima kasih banyak. Saya mohon maaf karena saya mau pakai bahasa gado-gado ya. 

Karena ini ulang tahunmu (JP) saya akan menyanyikan lagu dalam bahasa Belanda ya.  

(lagu ulang tahun) 

Saya sangat merasa terhormat karena saya dapat duduk di sini, menghadiri konferensi yang 

luar biasa ini, dan dapat melihat banyak generasi tua dan muda di sini. Saya merasa sedikit 

kurang nyaman untuk duduk di sini, di panggung ini, bukan hanya karena ini adalah sebuah 

improvisasi tetapi juga karena saya bukan seorang professor dan juga bukan seorang doktor. 

Tetapi saya sedang mencoba mengambil S3 dengan penelitian tentang perkawinan anak. 

Mungkin ini karena warna rambut saya sehingga orang-orang berpikir bahwa saya adalah 

seorang professor. Mengapa pernikahan anak adalah isu yang mendesak? Kita menyebutnya 

pernikahan anak karena kita memiliki definisi mengenai “anak”, kita menyebut seseorang 

sebagai “anak” ketika ia berumur di bawah 18 tahun. Jadi pernikahan anak, menurut 
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definisi, adalah pernikahan yang dilakukan 

oleh orang yang berumur di bawah 18 

tahun. Tetapi mengapa ini menjadi isu 

yang mendesak di Indonesia? Kalau anda 

melihat statistik milik BPS dan UNICEF, 

ada laporan yang menarik dari statistik 

pernikahan anak di Indonesia. Kita dapat 

melihat bahwa Indonesia memiliki tingkat 

pernikahan anak sebesar 35%. Ini 

sebetulnya tidak begitu tinggi jika anda 

membandingkannya dengan negara Afrika 

atau negara-negara di Asia Selatan. 

Maksud saya ada sekitar 60% hingga 75% 

tingkat pernikahan anak di Afrika atau di 

Asia Selatan namun Indonesia tergolong 

tinggi jika dibandingkan dengan standar 

yang ada di Asia Tenggara. Tetapi jika kita 

melihat dari angka, maka Indonesia 

termasuk ke dalam urutan sepuluh besar 

di dunia dan itu karena jumlah 

penduduknya. Maksud saya Indonesia 

memiliki tingkat populasi yang tinggi dan 

terhitung sekitar 340.000 perempuan 

yang menikah di bawah umur 18 tahun 

setiap tahunnya. Jadi karena itulah 

pernikahan anak menjadi isu mendesak di 

Indonesia dan yang menjadi isu dari 

laporan ini adalah setelah beberapa 

dekade, kita semua berpikir bahwa hal 

tersebut disebabkan oleh tradisi, sesuatu  

yang dilakukan oleh kakek dan nenek kita.  

Padahal pada kenyataannya, persentase 

pernikahan anak sedikit meningkat dan ini 

bukan hanya terjadi di daerah pedalaman 

tetapi juga terjadi di kota-kota besar. Jadi 

karena itu juga mengapa isu ini menjadi 

mendesak dan kita diselamatkan oleh 

edisi JP yang indah ini karena ada artikel-

artikel yang sangat bagus di sini. 

Pernikahan anak memiliki dampak yang 

buruk bagi anak-anak dan itu adalah 

artikel milik Ibu Maria Ulfah Anshor dari 

KPAI di jurnal ini. Saya akan mengutip dari 

artikel ini dan ini tentang kerentanan 

anak-anak perempuan dalam pernikahan 

anak. Sebagai anak-anak mereka rentan 

menghadapi perceraian sepihak, jadi 

perceraian adalah salah satu isunya. Lalu 

menjadi korban kekerasan seksual dan 

pedofilia yang tentunya merupakan isu 

yang penting dan juga menjadi korban 

KDRT dan isu lainnya adalah rentan putus 

sekolah atau pendidikan formal.  

Banyak kasus drop out  dan kita bisa 

melihat bahwa rendahnya pendidkan 

adalah alasan di balik pernikahan anak 

dan juga merupakan dampak dari 

pernikahan anak. Rendahnya pendidikan 

juga berdampak dan membatasi 

seseorang untuk masuk ke dunia kerja dan 

orang tersebut juga terpaksa memilih 

menjadi tenaga upah murah. Pernikahan 

anak juga dapat berujung pada migrasi, 

profesi pembantu rumah tangga, bahkan 

dapat berujung pada prostitusi karena 

ketika anda menikah di usia yang sangat 

muda dan memiliki anak, anda tidak dapat 

bercerai dan juga tidak dapat bersekolah. 

Lalu apa pilihan atau peluang anda? Selain 

itu ada isu sangat besar lainnya yaitu 

kesehatan reproduksi. Angka kematian ibu 

dan kematian bayi juga menjadi masalah 

kesehatan dan juga ada masalah angka 

kemiskinan. Jadi jika anda berada di 

lingkungan semacam ini dan menikah 

muda maka biasanya anda akan kesulitan 

untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini. 

Ibu Maria, saya rasa untuk ini kita 

memerlukan advokasi sistemik untuk 

mengatasi kerentanan masalah-masalah 
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ini dalam pernikahan anak. Ketika kita 

berbicara tentang advokasi, saya pikir kita 

bisa melihat bahwa sudah ada banyak tipe 

dari advokasi dan saya ingin menyinggung 

dua tipe advokasi yang penting. Pertama 

adalah tentang sistem legal dan kebijakan. 

Dalam jurnal ini, saya mengutip ini untuk 

sekaligus mempromosikan Jurnal 

Perempuan, kita harus membeli ini. Di sini, 

Ibu Zum dari YKP menjelaskan tentang apa 

yang terjadi pada proses judicial review di 

pengadilan konstitusi. Uji materi UU 

Perkawinan 1974 ditolak di Mahkamah 

Konstitusi dan tuntutan judicial review-

nya adalah tentang revisi usia minimum 

untuk pernikahan, dari 16 tahun menjadi 

18 tahun bagi perempuan, tetapi ini masih 

tercantum 16 tahun untuk perempuan 

dan 19 tahun bagi laki-laki yang 

sebenarnya menunjukkan isu 

ketimpangan gender. Ibu Zum memiliki 

sudut pandang yang menarik mengenai 

strategi pasca judicial review. Ia 

menyarankan juga untuk melihat isu 

perda-perda diskriminatif. Saya juga ingin 

menyinggung ini, tetapi ini lebih mengenai 

konflik moralitas dan konflik nilai. Saya 

juga ingin menyinggung bahwa di antara 9 

orang hakim, hanya ada 1 hakim 

perempuan dan ia memiliki pendapat 

yang baik. Jadi kita memiliki perwakilan 

perempuan untuk membela isu ini namun 

sayangnya terdapat 8 hakim yang 

menolak. Itu bukan tipe advokasi karena 

dalam mengadvokasi kita butuh untuk 

melakukan penelitian. Bukan hanya 

penelitian untuk memahami suatu isu 

dengan lebih baik tetapi juga untuk 

mengetahui bagaimana mengembangkan 

program. Banyak NGO dan akademisi yang 

mengupayakan ini dan ini dapat efektif 

untuk mencegah terjadinya pernikahan 

anak dan juga untuk mendukung anak 

laki-laki dan perempuan yang sudah 

terlanjur menikah dan melihat 

pengalaman mereka melalui program ini. 

Jadi kita harus selalu melihat dari dua sisi 

dari penelitian ini.  

Ketika berbicara tentang penelitian, kita 

harus melihat pada mengapa pernikahan 

anak terjadi. Kita harus mengerti akar dari 

permasalahan ini namun kita juga harus 

melihat pada anak perempuan tersebut 

atau bahkan anak laki-lakinya, bukan 

hanya anak perempuannya. Saya rasa itu 

adalah minoritas, dalam penelitian saya di 

Sukabumi terdapat sekitar 32% anak 

perempuan yang menikah di usia anak 

sementara terdapat hanya 8% anak laki-

laki. Tapi kita harus memerhatikan ini 

juga. Ketika kita sudah melihat pada 

‘kenapa’ kita juga harus melihat pada 

‘bagaimana’. Bagaimana bisa orang-orang 

melanggengkan pernikahan anak dan apa 

yang ada di balik ini? Lalu tentu saja kita 

harus kembali pada pencarian solusi. 

Penelitian di Indonesia menyatakan 

bahwa, menurut laporan Riri S. dan 

UNICEF, rata-rata di Indonesia 25% dari 

generasi yang berumur sekitar 24 tahun 

namun memiliki persentase yang cukup 

tinggi yaitu sekitar 65%.  

Di dalam, lagi-lagi saya mempromosikan 

Jurnal perempuan, terdapat beberapa 

contoh penelitian yang menarik seperti di 

Madura, Kalimantan, Gunung Kidul, NTB, 

dan juga di Sukabumi yang ditulis oleh 

Mbak Dewi dan teman-teman serta tentu 

saja penelitian saya juga mengambil area 

di Sukabumi. Saya juga akan menyinggung 

singkat tentang penelitian saya, saya 
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“Dalam penelitian saya di 
JP 88, salah satu faktor 
orang-orang menikahkan 
anaknya di bawah umur 
karena ada ketakutan 
akan zina” 

melakukan ini bersama tim kecil yang terdiri dari para 
Antropolog, kita membicarakan tentang jarak antara 
hukum, hukum secara umum, dan juga HAM. Ketika kita 
membicarakan HAM kita juga membicarakan hak anak 
dan perempuan. Jadi itulah jarak antara hukum dan 
praktik sosial. Untuk mengerti apa yang terjadi di 
pedesaan, kita harus melihat pada sisi negatif dan tentu 
juga pada sisi atau alasan yang positif. Mengutip para 
perempuan tersebut mau menikah muda? Saya pikir 
anda harus memahami itu. Lalu mengapa komunitas 
mendukung pernikahan anak tersebut? Jika kita gagal 
memahami alasan dari mengapa mereka melakukan 
pernikahan anak maka akan lebih sulit bagi kita untuk 
melakukan advokasi. Jadi kedua sisi tersebut, baik positif 
maupun negatif, untuk anak perempuan dan laki-laki 
merupakan tahap yang penting dalam penelitian dan 
anda harus memerhatikan itu. Jika anda melihat pada 
praktik legal, dan yang dimaksudkan adalah praktik legal 
bagi mereka yang menikah di bawah usia 16 tahun, anda 
bisa pergi ke pengadilan namun pada kenyataannya di 
Sukabumi tidak ada yang pergi ke pengadilan namun 
mereka masih tetap menikah. Saya sudah pernah melihat 
kasus anak perempuan yang menikah pada usia 12, 13, 
14, hingga 15 tahun dan ini semua diizinkan di desa oleh 
kepala desa. Jadi anda tinggal mengisi form pernikahan 
dan anda bisa memalsukan usia dan anda bisa pergi ke 
KUA. Tetapi alasan seseorang pergi ke KUA adalah karena 
pernikahan anda harus diregistrasi, menikah secara legal, 
lalu mendapat dukungan dari pemerintah. Setelah itu 
baru anda bisa mendapatkan KK, akses pada seluruh 
program pemerintah seperti Raskin dan sebagainya. 
Itulah alasan untuk pergi ke KUA. Namun bagi pasangan 
menikah di desa Sukabumi, jika mereka pergi ke KUA, 
mereka sudah memiliki seluruh berkas karena campur 
tangan Kamil, Kades, dan sebagainya. Jadi inilah alasan 
mengapa sulit bagi orang-orang untuk melacak isu ini. 
Ketika kita mencari tahu alasan dari mengapa Pak Kamil 
atau Pak Kades mau menyediakan berkas-berkas 
tersebut ini disebabkan oleh moralitas. Moralitas adalah 
isu utamanya. Ketakutan bahwa perzinahan bisa terjadi 
berasal dari kesadaran ketika anak-anak belum siap 
untuk menikah namun bisa berhubungan seksual, ini 
menjadi isu. Kita mungkin seharusnya mencoba 
memahami dan mendiskusikan tentang seksualitas. 
Orang-orang lebih memandang pada isu pernikahan 
padahal akan lebih mudah dipahami jika kita berbicara 
mengenai ketakutan pada zina.  
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Tetapi ini adalah sebuah kenyataan bawah anak-anak mencoba menjalin hubungan, semua 

sosial media dan internet juga menyumbangkan pengaruh, tetapi kita juga tahu bahwa ada 

banyak kekerasan. Bagi perempuan ini adalah periode yang sensitif, mereka memasuki masa 

Pubertas dan mengalami isu akil balig dan menyadari bahwa mereka sudah cukup ‘akil’ 

untuk menikah. Jadi ini adalah tipe kuno dari hak-hak yang meletakkan perempuan dalam 

interpretasi lokal, multi interpretasi, dan apa yang harus kita perbuat dengan ini. Dan untuk 

menyimpulkan, kita harus melihat pada keseluruhan situasi dan juga kita harus melihat pada 

diskursus kita masing-masing dan mungkin kita bisa membicarakan kasus ini untuk 

perlindungan anak, pemberdayaan anak, dan perlindungan perempuan. Terima kasih. 

Dewi Candraningrum: Baik, sampailah kita pada sesi diskusi tapi sebelum kita buka sesi 

diskusi, saya kira Jurnal Perempuan tidak bisa memisahkan edisi 88 dan 89 ya. Jadi ketika 

edisi 89 ini terbit di bulan Mei, itu bersamaan dengan usaha Komnas Perempuan dan juga 

Aliansi Gerakan Perempuan untuk memajukan rancangan UU untuk menghapuskan 

kekerasan seksual dan bersamaan denga kematian Yuyun yang diperkosa oleh empat belas 

remaja. Ini adalah Yuyun ya. Baik, kita buka untuk dua penanya di sebelah kiri dan kanan. 

Saya minta maaf tetapi saya harus memilih. Silakan volunteer, yang sebelah  kiri dan yang 

sebelah kanan, Mas Murti ya. Nanti setelah ini kita masih akan bertemu dan boleh bertanya 

pada mereka ya. Ini hanya karena waktu saja. Silakan. 
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3  
TANYA JAWAB 

 

 

 

Sarah: Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Sarah, dari Jakarta. Mohon maaf saya tidak bisa 

berdiri. Saya ingin bertanya pada Ibu Musdah mengenai kawin siri ya. Kebanyakan dari 

rekan-rekan saya yang menganut paham bahwa poligami itu sah dan Islami, tetapi ada yang 

mengkritik saya ketika saya bertanya, ‘Apakah ketika kamu menikah, si suami itu 

mendapatkan izin dari istri pertama atau kedua dan ketiganya?’. Kemudian justru rekan saya 

yang menjadi istri keempat itu malah mengatakan bahwa izin dari istri pertama, kedua, dan 

ketiga itu tidak perlu lagi. Apakah di dalam Islam, meskipun di dalam UU Pernikahan itu 

perlu surat pernyataan bahwa diizinkan tetapi apakah dalam Islam memang demikian nabi 

mencontohkannya sehingga hal ini dianggap sebagai suatu hal yang Islami, Bu Musdah? 

Karena terus terang saja, karena saya mempunyai pendapat pribadi akhirnya saya dikucilkan 

seperti Ibu dengan perbedaan opini tersebut. Terima kasih, itu pertanyaan saya.” 
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Chris Woodrich: Baik, nama saya Chris dari International Indonesia Forum dan juga dari 

UGM. Pertanyaan saya untuk professor Musdah. Pertanyaan itu saya berkaitan dengan 

action plan untuk membuat suatu rencana agar orang melihat kami sebagai sesuatu yang 

friendly, multikultural, dan sebagainya. Saya setuju sangat perlu namun saya kira setelah 

mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Mies tadi, di sana perrnikahan dini sudah 

menjadi kebudayaan. Nah saya sudah lihat dari berbagai contoh bahwa tidak selalu yang 

ekstrem saja yang beranggapan bahwa feminisme tidak bisa atau tidak perlu. Saya 

kebetulan membantu untuk bedah Solo dan yang  di Aceh dan saya baca hasil wawancara di 

Aceh itu bahwa ada warga-warga kampung yang begitu kerasnya sampai orang Jawa 

dikatakan kafir karena pemahaman Islamnya yang berbeda dan dianggap kurang bagus oleh 

warga-warga desa itu. Kalau kalian, Bapak Ibu sekalian, yang datang ke sana dan 

mengajarkan bahwa menurut Alquran boleh begitu dan begini, itu pasti tantangannya luar 

biasa dan pasti mungkin dituduh Kristenisasi atau apa saya tidak tahu. Bagaimana kita bisa 

membuat suatu rencana yang sebenarnya itu juga memahami kebudayaan di masing-

masing daerah sehingga bisa juga memasukkan ajaran-ajaran seperti yang kita bahas tadi. 

Karena saya yakin jika hanya dengan satu cara saja itu tidak akan pernah berhasil, harus 

disesuaikan dengan masing-masing budaya. Terima kasih. 

Musdah Mulia:  Terima kasih atas komentar dan pertanyaannya. Saya boleh mulai dari mas 

Chris. Saya kira satu hal yang patut kita pahami bersama adalah bahwa bicara tentang 

agama apapun atau kepercayaan apapun itu sebenarnya kita bicara tentang interpretasi dan 

tidak pernah ada interpretasi tunggal dalam satu agama dan kepercayaan apapun. 

Pertanyaannya adalah kontestasi  kelompok-kelompok. Kita tidak menyatakan yang 
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kelompok radikalis atau ekstremis yang memiliki pandangan Islam yang bias gender tetapi 

pandangan tradisional juga, kelompok-kelompok tradisional juga, NU saja, coba tanya Ibu 

Sinta, bagaimana Ibu Sinta mendapatkan resistensi dari kalangan internal NU sendiri karena 

itu merupakan pandangan yang mayoritas, yang mainstream, pandangan-pandangan 

keagamaan yang bias gender itulah yang merupakan pandangan mainstream yang diajarkan 

di keluarga, di pesantren, di majelis taklim. Pandangan-pandangan yang progresif dan 

humanis seperti yang saya sampaikan itu belum menyentuh banyak kelompok. Hanya pada 

lapisan yang kecil ya, kelompok yang terdidik, itu pun tidak semuanya. Itu problem besar 

karena ketika berbicara tentang agama itu berbicara tentang sesuatu yang dianggap sakral 

untuk diubah. Jadi masyarakat kita membicarakan interpretasi agama sebagai sesuatu yang 

mutlak, bahkan lebih mutlak dari Alquran itu sendiri dan ini bahkan terjadi pada semua 

agama dan semua kepercayaan bukan hanya pada Islam. Pertanyaannya, mau tidak kita? 

Berani tidak kita? Tetapi kebanyakan orang memilih untuk tidak berani, memilih untuk tetap 

diam. Alasannya apa, seperti yang tadi dikatakan Mbak Sarah, nanti dikucilkan, tidak enak 

menjadi orang yang dikucilkan. Tapi saya enjoy saja tuh, tidak masalah sama sekali untuk 

saya. Karena saya percaya apa yang saya lakukan adalah suatu kebenaran. Saya diajarkan 

oleh Gusdur untuk berani, kalau kamu berkomitmen pada kebenaran. Nyatakan. Siapapun 

yang menolaknya, tidak masalah. Kita harus nyatakan kebenaran itu meskipun pahit karena 

kita belajar pada para nabi. Tidak ada nabi yang diterima pada awalnya. Semua nabi 

mengalami resistensi yang luar biasa dari masyarakatnya karena nabi menyampaikan 

perubahan dan masyarakat tidak mau berubah. Kenapa? Karena mereka sudah nyaman. 

Perubahan itu selalu membawa ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat karena itu 

banyak orang tidak mau berubah apalagi kelompok-kelompok yang sudah diuntungan 

dengan kondisi yang bias gender itu. Banyak kelompok yang diuntungkan, termasuk 

perempuan juga diuntungkan, oleh karena itu banyak yang tidak mau berubah.  

Oleh karena itu resistansi terhadap feminisme, resistensi terhadap upaya-upaya 

membangun keadilan dan kesetaran gender itu terjadi. Nah sekarang bagaimana caranya? 

Saya pikir negara harus turun tangan. Tetapi saya pikir di Indonesia, negara tidak pernah. 

Coba saja lihat judicial review untuk UU Perkawinan. Betapa MK itu berubah menjadi 

institusi agama, benar kata Ibu Sulis, pandangannya tidak rasional. Persis pandangan seperti 

majelis taklim yang tidak berpendidikan tetapi tidak semua majelis taklim tidak 

berpendidikan lho ya. Jadi Mahkamah Konstitusi kita, Mahkamah Agung, mahkamah-

mahkamah lainnya itu berubah menjadi mahkamah agama yang tradisional. Mengerikan 

sekali. Jadi landasannya juga bukan landasan Pancasila atau UUD sebagai landasan 

konstitusional kita tetapi argumentasi yang dikemukakan adalah argumentasi dari ayat-ayat 

yang diinterpretasikan secara tradisional. Ini membuat saya sedih sekali padahal di 

dalamnya banyak hakim-hakim yang sudah tercerahkan dan mengerti mengenai UU dan 

konstitusi tetapi ketika mengambil keputusan mereka lebih sering mengambil argumentasi 

yang tidak humanis. Ini problem dan oleh karena itu menurut saya, negara harus turun 

tangan menggunakan kekuasaannya untuk memastikan bahwa interpretasi keagamaan yang 

berkembang di masyarakat adalah interpretasi yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai 
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dengan nilai-nilai Pancasila, yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan saya yakin itu 

adalah interpretasi yang hakiki dari semua agama, dari semua kepercayaan yang ada. Tetapi 

pertanyaannya, berani tidak negara kita? Karena itu kita harus mendesak, kita harus 

mendorong pemerintah untuk memastikan tidak ada interpretasi yang tidak manusiawi dan 

tidak memberikan lahan bagi pemikiran bahwa pernikahan anak itu perlu dilakukan untuk 

menghindari zina. Lho, bagaimana mungkin argumentasi seperti itu berkembang? Bahwa 

pemerintah melegalkan perkawinan anak agar tidak terjadi perzinahan. Suatu hal yang tidak 

masuk pada akal sehat saya. Padahal sebetulnya adalah, untuk mencegah perzinaan, anak 

laki-laki dan perempuan harus dididik menjadi orang yang menghargai tubuh manusia tetapi 

itu tidak mudah. Itu pekerjaan yang panjang tetapi bagi saya, kita harus tetap mendesak 

pemerintah, bagaimana pemerintah harus turun tangan karena pengalaman di Maroko, UU 

mereka yang mengharamkan poligami, ingat ya Tunisia dan Maroko adalah dua negara yang 

konstitusinya berbasis Islam tetapi dalam UU Tunisia poligami dianggap sesuatu yang 

terlarang bahkan haram hukumnya. Bagi warga Tunisia yang melakukan poligami, ia akan 

dihukum dengan denda 5 tahun penjara dan uang 24 ribu mali setara dengan 37 juta rupiah 

di Indonesia. Pertanyaannya bagaimana sebuah negara Islam, undang-undang 

pernikahannya mengharamkan poligami? Ini sebuah interpretasi saja karena menurut mbak 

yang bertanya tadi, di masyarakat poligami itu dianggap sebagai ajaran Islam dan 

pandangan mainstream-nya memang seperti itu bahwa poligami itu boleh tanpa izin karena 

izin itu hanya aturan pemerintah. Tanpa itu pun tidak masalah. Ini lah yang terjadi terus 

menerus. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita mencoba meyakinkan masyarakat kita 

bahwa itu hanyalah interpretasi? Kalau kita membaca Alquran dengan benar akan terbaca 

bahwa sebetulnya Alquran menghendaki penghapusan poligami seperti melakukan 

penghapusan perbudakan. Itu satu kali tarikan nafas. Karena kalau kita membaca ayat-ayat 

Alquran, ujung-ujungnya adalah ‘satu saja’ kalau kamu ingin berlaku adil namun ini tidak 

muncul dalam interpretasi-interpretasi yang menyebar di masyarakat. Oleh karena itu bagi 

saya tidak ada jalan lain, kita semua harus berani menyuarakan interpretasi keagamaan 

yang humanis dan betul-betul mendukung masyarakat yang adil, setara, dan 

mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Saya kira itu. Terima kasih. 

Mia Siscawati: Baik, Mbak Dewi selaku moderator meminta saya dan Mies Grijns untuk 

merespons. Jadi ini real sekali dimana interpretasi agama dan politik moral itu digunakan 

bukan hanya di tubuh lembaga-lembaga negara tapi juga sudah merasuk ke individu-

individu pejabat negara bahkan, yang mengerikan, telah masuk ke kalangan pegiat sosial. 

Rasanya pedagogi feminis yang selama ini telah dikembangkan oleh teman-teman aktivis 

perempuan itu sudah waktunya kita olah kembali dan kita masuk ke gerakan sosial. Kenapa? 

Karena kemudian ada justifikasi baru untuk meninggalkan lagi, mengedepankan lagi isu 

kesetaraan gender, keadilan gender, dan termasuk juga nasib kaum perempuan dan kaum 

marginal. Selalu diulang-ulang bahwa kita rebut dulu kesejahteraan negara, kita urus nanti 

perempuan dan kelompok marginal. Sekarang yang menjadi salah satu alat adalah politik 

moral dan interpretasi agama. Saya rasa ini bukan lagi soal perang melawan tetapi ternyata 

membuat proses advokasi di tingkat yang lebih luas, isu pembangunan misalnya, seperti 
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menjadi jalan di tempat karena justru kawan-kawan kita sendiri yang kita anggap bisa 

mendukung kita ternyata mulai ikut mengadopsi itu dan mulai masuk dalam politik moral 

dan merasa takut akan ajaran agama tertentu dan bahkan masuk ke politik pemikiran yang 

seperti “rebut dulu kesejahteraan negara, nanti kita urus perempuan dan kaum marginal 

lain”. Terima kasih. 

Mies Grijns: Saya rasa saya tidak harus bicara banyak karena semua sudah disebut tetapi 

mungkin menarik untuk diketahui bahwa di Belanda kita juga punya masalah perkawinan 

anak meskipun persentasenya tidak begitu besar tetapi gejalanya ada. Kami juga punya 

masalah dengan feminisme. Anak-anak generasi muda sekarang tidak mau disebut feminis. 

Itu untuk generasi saya, jadi dipandang kuno. Sangat ketinggalan zaman dan tidak keren. 

Belanda belum menjadi negara yang betul-betul menyokong kesetaraan gender walaupun 

ada banyak yang bekerja untuk itu. Jadi saya rasa tinggal sebut saja bahwa kita harus 

bekerja sama untuk saya ini adalah kebahagiaan yang besar untuk bisa belajar di Indonesia 

dan saya harap sekali lagi panjang umur untuk Jurnal Perempuan dan kita semua. 

Dewi Candraningrum: Baik, itu tadi adalah closing statement dari Mbak Mia, Mbak Musdah, 

dan Mbak Grijns. Ini adalah akhir dari plenari pagi ini. Kami dari Jurnal Perempuan, dengan 

ini bangga, mengumumkan bahwa kami telah mendapatkan akreditasi yang telah kami 

perjuangkan selama lebih dari 15 tahun dan kami juga menolak bahwa kerja-kerja 

intelektual dan merawat lingkungan bukanlah kerja praksis karena sejak kita berpikir dan 

sejak kita bertanya, itu adalah tindakan praksis. Terima kasih atas kehadirannya, saya 

berikan waktu kepada MC. Silakan. 

Helga Worotitjan: Terima kasih Ibu Dewi, Ibu Mia, Ibu Musdah, dan Ibu Grijns. Kita akan 

langsung ke peluncuran Jurnal Perempuan edisi ke 89 dengan tema Pedagogi Feminisme 

dan peluncuran ini kami minta Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid untuk memberi 

sambutan. 
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4 
PENUTUP 

 

 

 

Sinta Nuriyah Wahid 

Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera 

buat kita semua. Yang terhormat para 

undangan semua, para sesepuh, para 

narasumber, dan para hadirin sekalian. 

Sebelum saya meluncurkan buku yang 

diterbitkan oleh Jurnal Perempuan pada 

saat usianya menjelang 20 tahun. 

Perkenankan saya ingin bercerita tentang 

pengalaman saya dalam masalah 

feminisme. Perjuangan kita untuk 

mengangkat harkat martabat perempuan 

serta melepaskan mereka dari belenggu 

ketertindasan kan tidak hanya ditujukan 

untuk perempuan-perempuan kota atau 

perempuan-perempuan berpendidikan 

saja tapi perjuangan ini adalah untuk 

semua perempuan di seluruh lapisan 

masyarakat dari Sabang sampai Merauke. 

Jadi semuanya harus kita berdayakan dan 

harus kita angkat harkat dan martabatnya. 

Tetapi itu adalah perjuangan yang tidak 

mudah karena orang-orang yang 

berpendidikan, orang-orang kota, itu 

berbeda sekali pemikirannya, persepsinya, 

cara pandangnya tentang masalah 

feminisme. Bagi orang-orang kampung, 

yang mayoritas itu adalah di desa-desa 

atau di kampung bukan di kota-kota tetapi 

yang di kampung-kampung, mereka itu 

kayaknya alergi dengan istilah feminisme. 

Mereka belum bisa menerima istilah 

feminisme apalagi di pesantren-pesantren 

atau di tempat-tempat yang agamanya 

sudah berjalan tetapi masih bersifat 
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patriarkal. Itu mereka tidak akan bisa 

menerima lagi karena itu dianggap 

sebagai produk Barat yang tidak cocok 

dengan budaya dari orang-orang Timur 

seperti Indonesia ini. Akan lebih parah lagi 

bagi orang-orang yang berada di 

pesantren dan sebagainya bahwa 

kedatangan kita, kedatangan feminisme, 

itu akan mengobrak-abrik ajaran agama. 

Karena sudah kentalnya ajaran agama 

yang semuanya itu masih bersifat 

patriarkal. Oleh karena itu menghadapi 

hal seperti ini maka saya mencoba 

membuat istilah-istilah yang familiar buat 

mereka dan bisa dipahami oleh mereka, 

seperti istilah feminisme maka akan saya 

ganti menjadi perempuan mitra sejajar 

pria. Karena istilah ini bisa diterima oleh 

mereka dan ada ayatnya dalam agama, 

dalam Alquran yang menjelaskan seperti 

itu, jadi ayatnya bismillahirroh-

mannirrohim kunnalibasullahum wa 

antum libasun lahuna. Jadi laki-laki 

pakaian bagi perempuan dan perempuan 

adalah pakaian bagi laki-laki. Itu artinya 

hak dan kewajiban bagi laki-laki dan 

perempuan adalah sama. Kalau dijelaskan 

seperti itu apalagi ada ayat-ayatnya 

seperti itu, mereka pasti akan mau 

menerima. Tapi kalau hanya dengan 

bahasa Jerman, itu mereka susah untuk 

bisa menerimanya. Demikian pula dengan 

istilah Women Crisis Centre, itu untuk 

mereka tidak jelas. Jangan-jangan ini WC 

bagian C. Untuk itu saya merubah dengan 

singkatan-bahasa Indonesia. WCC saya 

ganti nama dengan nama Puspita. Puspita 

ini singkatan dari Pusat Perlindungan bagi 

Wanita. Sama ga dengan WCC? Women 

Crisis Centre dengan Puspita, Pusat 

Perlindungan Wanita. Kalau WCC mereka 

gak mau, kalau Puspita mereka mau. Itu 

usaha-usaha yang kita lakukan dan selama 

ini dalam penulisan-penulisan, dalam 

riset-riset, tidak pernah diperhatikan 

padahal ini sangat penting bagi masuknya 

pemikiran atau pemahaman tentang 

gender atau feminisme. Usaha saya yang 

lain, saya mencoba karena saya tahu 

bahwa pusat dari penolakan terhadap 

perjuangan wanita ini adalah badan 

pesantren-pesantren. Oleh karena itu saya 

membuat LSM yang saya namakan PUAN 

Amal Hayati. PUAN itu bukan nama 

melainkan singkatan dari Pesantren Untuk 

Pemberdayaan Perempuan dan letaknya 

ada di pesantren-pesantren karena saya 

sadar di sanalah pusat subordinasi dari 

perempuan. Sementara orang-orang yang 

disubordinasi di pesantren justru malah 

enjoy dengan penindasan mereka karena 

penindasan mereka dianggap sebagai 

pintu masuk menuju surga. Jadi saya 

dirikan di sana agar saya bisa masuk ke 

pesantren dan mengubah mindset atau 

pemikiran dari tokoh-tokoh agama di 

sana, para kyai, yang memiliki pengaruh 

yang sangat besar bagi masyarakat di 

sekelilingnya dengan harapan ketika 

beliau-beliau ini berdakwah atau 

menyampaikan tausiyah-nya mereka akan 

bisa membawa penjelasan tentang 

masalah gender ini kepada masyarakat 

dan saya yakin akan mudah diterima oleh 

mereka dan satu lagi usaha saya adalah 

membuat pelatihan terhadap laki-laki 

pesantren untuk ikut serta menanggulangi 

kekerasan terhadap perempuan. 

Alhamdullilah sudah bisa saya lakukan dua 

kali untuk dua angkatan karena ini saya 

anggap penting karena di desa-desa 

kekerasan terhadap perempuan masih 
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banyak sekali. Di Lombok misalnya ada 

seorang istri yang kalau ditampar oleh 

suaminya di pipi kiri, akan mengucap 

Astagfirullah tetapi kemudian 

memberikan pipi kanannya untuk 

ditampar oleh suaminya. Dan kalau dia 

sudah tidak kuat menerima perlakuan 

seperti itu, ia akan berlari-lari ke sungai 

dan berendam di sungai. Hanya itu yang 

bisa dilakukan karena mereka masih 

memahami bahwa perempuan, terutama 

istri, harus tunduk kepada suami dan 

masih banyak lagi sebetulnya yang seperti 

itu. Oleh karena itu dengan adanya buku 

Pedagogi Feminis ini saya kira sangat 

penting untuk dimiliki terutama bagi para 

pegiat feminisme dan gender untuk 

memahami isi dari pedagogi ini karena 

pemahaman-pemahaman seperti itu kita 

sadar bahwa untuk menyampaikan 

pemahaman atau pengertian tentang 

masalah ini dibutuhkan suatu taktik, 

strategis, dan pengajaran yang sangat 

tepat bagi orang-orang pedesaan dan 

yang mayoritas adalah orang Islam. Jadi 

karena itu buku ini sangat penting dan 

pada hari ini saya akan meluncurkan buku 

ini, semoga bisa bermanfaat bagi para 

pegiat gender. 

 

 

 

Helga Worotitjan: Terima kasih, Ibu dan secara simbolik buku ini akan diserahkan kepada 

empat orang perwakilan dari kita semua. Pertama, mewakili para penulis, Ibu Nur Seli 

Deborah Manurung dari Medan. Kedua, yang mewakili Dewan Redaksi Jurnal Perempuan, 

Ibu Prof. Sulistyowati, M.Hum. Lalu yang ketiga, Ibu Ina Hunga dari Mitra Bestari Jurnal 

Perempuan dari Salatiga dan yang keempat, perwakilan Desa Putra dimana Jurnal 

Perempuan pertama kali dicetak, diwakili oleh Bapak Ian Marlon. Diserahkan oleh Ibu Gadis 

Arivia, pendiri Yayasan Jurnal Perempuan. 
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